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Abstrak

Penulisan Skripsi _ini dimaksudkan “untuk® menggambarkan dan mengidentifikasikan Partisipasi Politik
Masyarakat dalam Pilkades. Judul iskrips ini diangkat berdasarkan permasalahan yang ada dalam Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa, Pelaksanaan Pilkades tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2005 tentang Desa Pemilihan Kepala Desa Sungai Raya Dalam dilaksanakan untuk pertama kalinya Pasca
Pembentukan Desa “Hasil penelitian menunjukkan proses pelaksanaan Pilkades belum berjalan®ioptimal
dikarenakan adanya faktor- faktor yang mempengaruhi perilaku politik masyarakat. Sementara masyarakat. desa
secara menyeluruhsbelum sepenuhnya dapat bekerjasama dan turut ikutserta dalam pelaksanaan Pilkades,
sehingga apa yang dihasilkan belum dapat berjalan optimal.

Kata-Kata Kunci': Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Desa, Pasca Pembentukan Desa.

CIVIL SOCIETY POLITICAL PARTICIPATION IN ELECTIONSFOR THE
HEADMAN IN POST-ESTABLISHMENT OF SUNGAI RAYA DALAM VIELAGEIN
SUNGAI RAYA SUB-DISTRICT, KUBU RAYA REGENCY

Abstr act

This Scription isintended to describe and identify the civil society political participation of the Election. The title
of this scription was appointed based on existing problems in the implementation of Headman Electionin Sungai
Raya Dalam Village, the Implementation of the election refersto The Government Regulation No. 72°Y ear 2005
about village. Sungai Raya Dalam The Headman Election was held for the first timein Post-Establishment of the
Sungai Raya' Dalam Village, the results of'the research show that the process of implementation of the Election
was not done optimally because of the factors that affected the Civil Societies Political. Meanwhile, the Village
society as a whole have been unable to cooperate and fully_participatesn the implementation of the election, so
the thing that have'been work out wasnot run optimally.

Keywords : Political Participation, Headman Election, Post-Establishment of Village
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Pendlitian
Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 Tentang Pemerintahan Daerah dimana
setigp daerah diberi hak, wewenang dan
kewgjiban. Pemerintah daerah mengatur
sendiri
Mereka

tanggung jawab dan+kewgiban untuk

dan mengurus urusan

pemerintahannya. memiliki
merubah kehidupan sosial masyarakat dari
corak kehidupan yang tidak diinginkan
menjadi yang diingi nlzan.

Sgjalan  dengan diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004
tersebut, Pemerintah menetapkan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang
Desa mengenai proses pembentukan,
perubahan status, penyelenggaraan dan
pengawasan desa. Hal tersebut selanjutnya
dilakukan oleh pemerintah provins dan
kabupaten.

Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2005 menyebutkan desa adalah
kesatuan masyarakat hukum.yanggmemiliki
batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan  mengurus.__Kepentingan
masyarakat. Berdasarkan asal usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan negara republik
Daam
pemerintahan desaterdiri dari Kepala Desa,
Perangkat Desa dan Badan

indonesia. penyelenggaraan

Permusyawaratan Desa (BPD).
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Desa menggerakkan pembangunan
di daerah yang kurang terjangkau oleh
pemerintah daerah dan  mewujudkan
kembali sebagai unit pemerintahan terendah
dengan basis budaya lokal. Hal ini sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 28 Tahun 2006 untuk membantu
kKooerdinas kepada pemerintah daerah.
Selanjutnya.melalui perantara pihak desa
serta mendapatkan kemerataan
pembangunan nasional.

Desa Sungai Raya Dalam memiliki
bebergpa persyaratan’ untuk “dibentuk
menjadi desa baru. Peraturan Daerah
Kabupaten Kubu Raya Nemor 22 tahun
2010 menetapkan pembentukan pemerintah
desa® Mereka
menjalankan sistem pemerintahan dengan

desa dan perangkat

preses pembentukan instans agar dapat
berjalan sesuai peraturan daerah.
Pemerintah desa diselenggarakan di
bawah __pimpinan Kepala Desa yang
mewakili masyarakat  desa’  untuk
melaksanakan.._hubungan baik ke luar
maupun =ke .daam masyarakat yang
bersangkutan. Kepaa desa
menyel enggarakan=" kemasyarakatan dan
pembangunan untuk menjalankan
pemerintahan desa. Pemilihan Kepala Desa
diharapkan dapat meningkatkan
penyelenggaraan pemerintahan  serta
mempercepat terwujudnya kesgahteraan

masyarakat.
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Pemilihan Kepala Desa Sungai
Raya Daam menurut Koran Tribun
Pontianak mengalami suatu fenomena pada
proses tahap pemilihannya. Koran Tribun
Pontianak (16  Sept, 2011)
menyebutkan Pilkades di Desa Sungal Raya
Dalam hanya diikuti oleh 1 calon. PP No 72
Tahun 2005 menyebutkan calon kepala

desa tidak dapat memenangkan pemilihan

tanggal

kepala desa apabila tidak memenangkan
dengan suara terbanyak dalam pemungutan

Suara.
Tabd 1
Daftar"Pemilih Tetap
Daftar
. Tidak Pemilih
NO NamaDusun | Pemilih Memilih Tetap
(DPT)
b | Dugtekar | e | 1366 1970
Raya
A | DEnfiamen || ag 1395 2181
Raya
Dusun Suka
3 Raya 751 1315 2066
4 N Qusun Bunga a0, 1346 1923
Raya
5 (uUsinBanjar | oo 1355 1887
Raya
mien | 320 | 6777 | 10027
jiwa jiwa jiwa
Sumber : Kantor Desa Sungai Raya Dalam Tahun
2011

Berdasarkan data laporan Pilkades
Sungai Raya Dalam tahun 2011, Desa
Sungai Raya Dalam.. memiliki Daftar
Pemilih Tetap 10.027 jiwa hanya terdapat
3.250 jiwa penduduk yang mengikuti
pemilihan dan 6.777 jiwa yang tidak
memilih. Selanjutnya hasil dari pemungutan
suara tidak mencapai 50% dari keseluruhan
jumlah penduduk di desa tersebut.
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Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2005 Tentang Desa menjelaskan
tentang tata cara desa dalam pelaksanaan
Pilkades. Mereka yang telah berumur 17
tahun atau sudah menikah berhak mengikuti
pemilihan kepala desa. Selanjutnya pihak
golongan putih lebih dominan ketimbang
pihak yang mengikuti pemilihan dan suara
yang masuk.dalam pemilihan sangat minim
jumlahnya sehingga proses pemilihan yang
diharapkantbersifat langSung, umum ,bebas
dan rahasia belum secara optimal terlaksana
pada Pemilihan Kepala Desa Sungal Raya
Dalam.

2. Fokus Pendlitian

Berdasarkan | atarbel akang
penelitian, maka penelitian ini difokuskan
pada “Partisipasi Politik Masyarakat dalam
Pemilihan Kepala Desa di Desa Sungal
Raya Daam Kecamatan Sunga @ Raya

Kabupaten Kubu Raya”

3. Rumusan Permasalahan
Berdasarkan dari latarbelakang dan
fokus, pendlitian, maka .yang menjadi
rumusan permasalahan dalam penelitian ini
adalah.—*“Mengapa Partisipas  Politik
Masyarakat dalam memilih Kepala Desa

kurang optimal (secara kuantitas) ?”

4. Tujuan Pendlitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian ini adalah untuk :
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a) Mendeskripsikan dan menggambarkan
pelaksanaan proses pemilihan Kepala
Desa Sungai Raya Dalam.

b) Mengidentifikasikan faktor-faktor yang

menyebabkan  kurang  optimanya
(secara kuantitas) partisipasi
masyarakat.
5. Manfaat Pendlitian.
a) Manfaat Teoritis
Penelitian™ ini  diharapkan™ bisa
memberikan khazanah bagi

Mahasiswa .Program Studi 1Imu
Pemerintahan tentang pemilihan
kepala desa pasca pembentukan
desa’Sungali Raya Dalam
b) Manfaat Praktis
Penelitian ini dapat memberikan
masukan bagi Pemerintah Desa
Sungal Raya Dalam Kecamatan
Sunga Raya dalam rangka
pemilihan kepala desa sesual pada
UU no 72 tahun 2005 Tentang

Desa.
B. TEORI DAN METODOL OGI
1. Teori
a) Partisipasi Politik Masyarakat
Simatupang (1983: 28) menyatakan

bahwa partisipasi adalah “kerja sama untuk

mencapal tujuan bersama antar semua
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warga negara”. Pendliti
partisipas adalah keterlibatan masyarakat

menyimpulkan

untuk turut serta membantu suatu program
kegiatan guna mencapai tujuan bersama.
Mereka
kemampuan masing-masing tanpa berarti

bertanggung jawab  sesua
mengorbankan diri.

Yusran (2006:10) mengemukakan
partisipasi‘masyarakat sebagai “keterlibatan
terus menerus dan aktif dalam pembuatan
keputusan f yang dapat, mempengaruhi
kepentingan umum”. Masyarakat sebagai
penyelenggaraan peémerintahan dan
pembangunan  desa | harus  mampu
mewujudkan peran aktif® masyarakat.
Mereka senantiasa memiliki™ bertanggung
jawab terhadap pembangunan “kehidupan
warga desa.

Surbakti  (1992:16)

partisipasi politik adalah “perilaku politik

menyatakan

lembaga dan para pegjabat pemerintah yang

bertanggung jawab membuat,
melaksanakan dan. menegakkan keputusan
politik”.. Mereka _berhak mempengaruhi
lembaga ~dan pejabat pemerintah dalam
pengambilan keputusan fpolitik, karena
menyangkut _kehidupan masyarakat. Abe
(2001:110) menyatakan “Partisipasi politik
masyarakat merupakan hal terpenting
daam pembangunan desa, vyaitu akan
menjadi wahana political education yang
sangat baik”.
Berdasarkan  pernyataan  diatas,

peneliti menyimpulkan partisipasi politik
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adalah  suatu
masyarakat

bentuk tindakan dari

terhadap pemerintah.
Masyarakat melakukan suatu pembangunan
terhadap desa sesua kebutuhan yang
dimiliki. Mereka melakukan tahapan guna
mencapai keberhasilan pada pembangunan

tersebut.

b) Perilaku Politik Masyarakat
Ada  beberapa

mempengaruhi partisipasi politik,seseorang.

faktor  yang

Partisipasi _“politik ~ seseorang  dapat

dipengarthi oleh beb.erapa Perilaku Politik

yang di ikuti oleh 4 faktor menurut

M.Brewster Smith (1968), yaitu :

1) Lingkungan sosia politik tak langsung,
seperti sistem politik, sistem ekonomi,
sistem.budaya dan media massa.

2) ILingkungan sosia politik langsung

yang mempengaruhi dan membentuk

kepribadian aktor seperti keluarga,
agama, sekolah dan  kelompok
pergaul an.

3) Struktur kepribadian—yang  tercermin
dalam sikap individu ‘dengan 3. basis
fungsional 'sikap yaitu kepentingan,
penyesuaian diri dan-pertahanan diri.

4) Faktor

langsung berupa situasi yaitu keadaan

lingkungan sosial  politik

yang mempengaruhi  aktor
langsung ketika hendak melakukan

secara

suat kegiatan seperti cuaca, keadaan

keluarga dan ancaman.
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Selain itu terdapat beberapa faktor
yang mempengaruhi
dikemukakan oleh Ridwan (2004:25), yaitu
. @ Latar belakang histories; b) Faktor
kondisi geografis; c) Faktor budaya politik;

perilaku  politik

d) Pengaruh agama dan keyakinan; e)
Faktor pendidikan dan komunikasi; f)
Faktor Kepribadian; g)Faktor lingkungan
sosid dan._politik. Indikator tersebut
merupakan faktor penyebab perilaku politik
seseorang dalam pelaksanaan pilkades yang
kurang optimal. Mereka dapat. mengetahui
faktor<faktor yang menyebabkan rendahnya
keinginan seseorang dalam berpartisipasi
pada pelaksanaan Pilkades.

c) Latar Belakang Histories

Skap dan perilaku  politik
masyarakat dipengaruhi oleh proses-proses
dan peristiwa histories masa lalu. Hal ini
disebabkan bahwa budaya politik:" tidak
merupakan kenyataan yang statis dan tidak
sebaliknya

merupakan sesuatu yang berubah dan

berkembang, tetapi justru

berkembang Sepanjang masa.

d) Faktor Kendisi Geografis
Faktor Kondis Geografis dapat
mempengaruhi

partisipasi  masyarakat.

Kondis ini mempengaruhi perbedaan
tingkat partisipas  politik masyarakat
kesenjangan pemerataan pembangunan,
komunikasi  dan

informasi, teknologi

mempengaruhi  proses sosidlisasi  politik.
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Kondis desa vyang reative datar
memudahkan mobilitas warga dari tempat
kediamannya menuju ke pusat

pemerintahan desa.

e) Faktor Budaya Politik

Suatu kebudayaan
dalam
masyarakat. Berfungsinya budaya politik

memiliki
pengaruh perilaku politik
ditentukan oleh tingkat”keserasian antara
kebudayaan bangsa dan struktur,palitiknya
sehingga Kemajuan budaya Indonesia dapat
mempengaruhi bud.aya budi = bangsa
Berbaga budaya daerah pada masyarakat
Indonesia berimplikasi pada terciptanya
sebuah bentuk perilaku politik dengan
memahami budaya politik masyarakat yang
dipandang.. penting untuk memahami
perilaku politik. Sehingga dapat diketahui
bagaimana dan  mengapa  mereka
melakukan sesuatu, apa motivasi dan
bagamana pola tingkah laku _tersebut
menyelaraskan diri dengan sistem politik

yang berlaku.

f) Pengaruh Agamadan Keyakinan

Agama telah memberikan nilai etika
dan mora politik yang memberikan
pengaruh bagi masyarakat dalam perilaku
politiknya. Keyakinan merupakan acuan
yang penuh dengan normanorma dan
kaidah yang dapat mendorong dan
mengarahkan perilaku politik sesuai agama

dan keyakinannya.
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g) Faktor Pendidikan dan Komunikasi
Semakin tinggi
masyarakat maka semakin tinggi tingkat

pendidikan

kesadaran politiknya serta sebaliknya.
Budiarjo (1985:22) menyatakan tingkat
kesadaran politik diartikan sebagai tanda
bahwa
perhatian terhadap masalah kenegaraan atau

warga masyarakat menaruh
pembangunan. Kemunikasi yang intens

akan 'mempengaruhi “perilaku  politik
seseorang dalams  kegiatan', politiknya,
sehingga suatu masyarakat akan bersama-
sama ikutserta dalam proses pemilihan.
maka bila semakin tinggi pendidikan
seseorang akan semakin kempleks sudut
pandang dalam menyikapi isi=pesan yang
disampaikan seorang komunikator terhatlap
kemunikan. Hal ini sesuai dengan pendapat
Surbakti  (1992:119) menyatakan hbahwa
komunikasi  politik  merupakan | suatu
hubungan antara pemerintah dengan rakyat
sebagal interaksi .antara dua pihak yang
menerapkan etika maka pada komunikasi
politik harusiterdapat penyampai informasi
(komunikan) yaitu pemerintah, penerima
informasi_(komunikan) yaitu masyarakat,
media informas yaitu secara tulisan
maupun lisan dan informasi yang akan
disampaikan yaitu mengenai pelaksanaan
Pilkades karena bila salah satu unsur
tersebut tidak ada maka akan terjadi

kesulitan dalam penyampaian informasi.
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h) Faktor Kepribadian

Perilaku politik itu bergantung pada
sifat struktur kepribadian yang dimilikinya,
apakah tergolong dalam fungsi penyesuaian
diri aau dadam basis fungsiona
eksternalisasi dan pertahanan diri sehingga
kepribadian tersebut dapat mempengaruhi
individu yang membuat keputusan tersebut.
Hal ini sesua dengan yang_dikemukakan
oleh Surbakti (1992 :131) bahwa Perilaku
Politik seseorang+dapat dipengaruhi® oleh
kepribadian,* (keinginan'. dan dorongan,
persepsi #dan motivaéi, harapan dan cita-
cita,‘ketakutan dan pengalaman masa lalu)
individu yang membuat keputusan tersebut.
Sastroatmodjo  (1995:14-15)

Struktur kepribadian yang tercermin dalam

Menurut

sikap individu. Basis pertama adalah yang
didasarkan pada kepentingan  yaitu
penilaian seseorang terhadap suatu objek
didasarkan pada minat dan kebutuhan
seseorang terhadap objek tersebut. Basis
kedua atas dasar penyesuaian diri yang
dipengaruhi;oleh keinginan-untuk menjaga
keharmonisan dengan subjek; itu.. Basis
yang ketiga adalah sikap didasarkan pada
fungsi eksternalisasi diri-dan-pertahanan.

i) Faktor Lingkungan Sosial Politik
Faktor ini

politik secara langsung seperti keadaan

mempengaruhi  aktor

keluarga, keadaan ruang lingkup dan
ancaman. Lingkungan sosial politik saling
mempengaruhi  serta berhubungan satu
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dengan yang lain dan bukannya sebagai
faktor yang berdiri sendiri yang terjadi pada
suatu kondisi lingkungan yang
mempengaruhi dalam proses pemilihan
pilkades. Hal ini sesuai dengan Pendapat
Jack C. Plano dalam Moh. Ridwan (1985)
Teori mengenai Faktor Lingkungan Sosial
Politik yang dapat mempengaruhi Perilaku
Politik sesegrang karena pada umumnya
dapat ditentukan™.oleh faktor eksternal
(kondis lingkungan) “seperti kehidupan
beragama, sosia;s politik, ekonomi dan
sebagainya yang mengelilinginya. Selain itu
Frank Lindenfield (1970:156) menyatakan
rendah

menyebabkan seseorang merasa teralienas

bahwa ' status ekonomi.+*yang

dari kehidupan politik dan.sorang yang
bersangkutan pun akan menjadi apatis, ‘ha
imintidak terjadi pada orang yang memiliki
kemapanan ekonomi.
Berdasarkan
dilakukan oleh
menggunakan tiga faktor perilaku politik
yang diutarakan oleh Ridwan (2004:25).
Pendekatan tersebut menjelaskan masalah
yang menyebabkan

pengamatan | yang

peneliti, peneliti

terhambatnya
pelaksanaan_pilkades. Hal ini didasarkan
kepada variabel-variabel vyaitu Faktor
Kepribadian, Faktor Lingkungan Sosia
Politk dan Faktor Pendidikan dan

Komunikasi.
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2. Metode Penelitian

Penelitian dengan judul Partisipas
Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala
Desa pasca Pembentukan Desa Sungai
Raya Dadam ini
penelitian  deskriptif
kualitatif. Menurut Sugiyono (2005:1)
Metode penelitian

menggunakan jenis
dan pendekatan

menjelaskan bahwa *
kualitatif adalah metode penelitian yang
digunakan untuk meneliti pada kondis
objek yang ilmiah; dimana peneliti adalah
sebagal teknik

pengumpulan data. dilakukan' secara

instrument kunci,
triangulasi (gabungan), analisis data bersifat
induktif dan hasil penditian kualitatif |ebih

menekankan'makna daripada generalisasi.

C. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Berdasarkan hasil penelitian
terhadap seluruh informan-dan dokumentasi
selama melakukan penelitian' di ;lapangan
bahwa Pilkades ~ sudah

dilaksanakan sesual prosedur. namun masih

pel aksanaan

kurangnya partisipas masyarakat setempat
sehingga diadakanlah pemilihan tunggal
dan masyarakat yang ikut memilih tidak
mencapal 50% dari jumlah keseluruhan
masyarakat desa tersebut.

2. Faktor Pendidikan dan Komunikasi
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Berdasarkan hasil wawancara dan
sdama di

menunjukkan bahwa kondisi pendidikan

dokumentasi lapangan
masyarakat desa setempat mempengaruhi
akan pemahaman mereka mengena
dalam

pelaksanaan Pilkades serta sosialisasi yang

pentingnya keikutsertaan
diberikan oleh pemerintah desa mengenai
pel aksanaan.Pilkades belum dapat diterima
sepenuhnya oleh masyarakat desa.

3. Faktor Lingkungan Sosal, Politik

Berdasarkan hasi| penelitian
terhadap seluruh informan dan dokumentasi
selama.'melakukan penelitian di lapangan
bahwa keadaan sosial, rwang lingkup,
politik dan ekonomi seseprang sangat
dalam keterlibatan

masyarakat desa pada pelaksanaan Pilkades

mempengaruhi

yang dilaksanakan di desatersebut.

4. Faktor Kepribadian
Berdasarkan  hasil  wawancara
bahwa berbagal respon serta tanggapan
yang, dihasilkan dari berbaga kalangan
masyarakat desa yang membuat mereka
memiliki __ penilaian/persepsi  tersendiri
sehingga mempengaruhi  keinginan serta
motivasi untuk ikutserta dalam pelaksanaan

Pilkades di desatersebut.
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D. SIMPULAN, SARAN, DAN
KETERBATASAN
» Simpulan
1. Peaksanaan Pemilihan Kepala
Desa

Pilkades ini dilaksanakan dengan
Pemilihan Tunggal berhubung yang dapat
mengikuti  Pemilihan hanya="1 calon
sehingga harus memiliki  suara sah
sekurang-kurangnya %2 ditambah 1° dari
jumlah  pemilih yang = hadir atau
menggunakan hak pili. h kotak kosong untuk
menjadi calon terpilih. Selain itu hanya
3250 jiwa_ yang terdaftar mengikuti
pemungutan®=suara dari jumlah Daftar
Pemilih Tetap sebanyak 10.027 ‘jiwa
sehinggaw..tidak mencapa 50% dari
keseluruhan jumlah Masyarakat Desa yang
dapat mengikuti Pemilihan Kepala Desa
Sungal, Raya Daam. Setelah itu Panitia
Pemilihan (PPKD)

memutuskan Calon Kepala Desa atas nama

Kepada  Desa

Khairil Anwar, S.H. dengan. _perolehan
Suara Sah sebanyak 2.964 atall92;,83% dari
jumlah pemilihs yang hadir dan telah
dinyatakan sebagal Calon..Kepala Desa
Terpilih daam Pemilihan Kepala Desa
Sungai Raya Dalam Periode 2011-2017.

2. Faktor

Komunikasi

Pendidikan dan

Masyarakat Desa Sunga Raya
Daam secara keseluruhan belum dapat
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memahami akan pentingnya kelkutsertaan
dadam  Pelaksanaan  Pilkades  serta
sosidisasi yang telah dilakukan oleh
Pemerintah Desa dan Perangkat Desa
belum dapat mencakup pada seluruh | apisan
banyak
masyarakat yang kurang mendapatkan

masyarakat sehingga masih

nfermasi secara jelas  mengenal
Pel aksanaan Pilkades  yang akan
dilaksanakan.

3. Faktor.Lingkungan Sosial Politik

Masyarakat Desa Sungai, Raya
Daam memiliki mata pencaharian ‘yang
mayoritas sebagal Pedagang dan Buruh
Bangunan sehingga dengan kondis
perekonomian yang dimiliki mempengaruhi
waktu yang digunakan dalam beraktivitas
maka mereka lebih memilih  mencari
kehidupan ketimbang melakukan aktivitas
lan dalam menghabiskan  ‘waktu
kesehariannya. Selain itu ruang ‘lingkup
yang dilaksanakan. untuk pemilihan hanya
dilakukan di_.sekitar desa dan kurangnya
hubungan=sosial. antar calon 'kades dengan
Masyarakat Desa setempat membuat
Masyarakat __mengurungkan niat  untuk

mengikuti proses Pemilihan Kepala Desa.

4. Faktor Kepribadian
Masyarakat Desa Sunga Raya
Dalam pada umumnya telah jenuh dengan
berbagai Pemilihan yang telah dilaksanakan
baik pada Pilpres, Pilgub serta Pilkada.
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Selain itu adanya persepsi/penilaian dari
Masyarakat dengan adanya Pemilihan
Tungga yang dilaksanakan  serta
pengalaman dari pemilihan-pemilihan yang
telah diikuti
termotivasi atau tidak berminat untuk

ikutserta dalam Pdaksanaan Pemilihan

membuat mereka kurang

Kepala Desa Sungai Raya Dalam.

» Saran

Adapun saran yang dapat penulis
berikan berkenaan dengan "penelitian ini
yang berjudul Politik
Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa

Partisipasi

Pasca Pembentukan Desa Sungai Raya
Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten
Kubu Raya mengenai :

1. "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Pada Pilakades ini harus dilakukan

sosidlisasi rutin secara menyeluruh terhadap

seluruh

pemberitahuan secara lisan maupun tulisan

lapisan  masyarakat __dengan
dan diberikan batas minimal 5 orang yang
sudah terdaftar sebagai Calon'Kepala. Desa
serta dilaksanakan pada hari libur dimana
diberikan jam khusus™bagi.. mereka yang
memiliki  kesibukan/bekerja di  luar
lingkungan desa serta Tempat Pemungutan
Suara harus di tambahkan dan diperluas
akan penyebarannya pada daerah yang
dapat dijangkau oleh seluruh Masyarakat

Desa Sungai Raya Dalam.
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2. Faktor Pendidikan dan Komunikasi
Pemerintah Desa, Perangkat Desa
dan pihak terkait
sosialisasi rutin terhadap Masyarakat Desa
seluruh
lapisan/kalangan dapat memahami makna

harus memberikan

secara menyeluruh agar
pentingnya keikutsertaan dalam Pemilihan
Kepala Desa serta dapat terjalin komunikasi
yang baik antara Pemerintah
Desa/Perangkat Desa dengan Masyarakat

Desa Sungai Raya Dalam:

3. Faktor Lingkungan Sosial Politik
Pemerintah Desa, Perangkat Desa
dan pihak terkait

pertemuan guna membahas terkait aktivitas

harus™ mengadakan
yang dimiliki mayoritas = masyarakat
sehingga suatu program kegiatan desa
seperti Pilkades dapat diikuti oleh seluruh
Masyarakat Desa seperti  pemierian
jam/waktu khusus untuk mereka' yang
memiliki _kesibukan/bekerja diluar desa
pada hari pelaksanaan. Selain itu
dibutuhkan hubungan bak antar Calon
Kepala Desa'yang akan mengikuti Pilkades
selanjutnya dengan Masyarakat Desa
sehingga merekadapat menilai dan memilih
seseorang yang pantas untuk memimpin
jalannya Sistem Pemerintahan di Desa

Sungal Raya Dalam.

4. Faktor Kepribadian
Pemerintah Desa, Perangkat Desa

dan pihak terkait harus memberikan
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perhatian penuh kepada Masyarakat Desa
agar mereka dapat merespon dengan
kepedulian atas program yang akan
dijalankan Pemerintah Desa sehingga dapat
menumbuhkan motivasi/dorongan  untuk
Masyarakat Desa untuk ikut berpartisipasi
walaupun adanya pemilihan tunggal serta
mengurangi rasa jenuh yang pernah.ada
sehingga tidak terdapat adanyassikap apatis
atau tidak peduli dengan segala program
yang dijalankan Pemerintah Desa Sungai
Raya Dalam.

» Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan  penelitian . yang
penulis aami dalam penelitian ; yang
berfjudul Partisipas  Politik Masyarakat
dadam Pemilihan Kepala Desa Pasca
Pembentukan Desa Sungai Raya Dalam
Kecamatan Sungal Raya Kabupaten Kubu

Raya, antaralain sebagai berikut :

1. Daam rangka mendapatkan data dan
informasi  yang berkaitan dengan
penelitian ini sangat—sulit_ dilakukan.
Karena kesibukan aparatur; pemerintah
yang tidak selamanya bisa meayani
peneliti.

2. Kurangnya keterbukaan informan dalam
memberikan informasi yang berkenaan
dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepaa

Desa.
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